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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010
tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 7 Tahun 1983 (LN
Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), PP 80 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 140, TLN
No. 5174), Keppres 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban
APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan
teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur
bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, dan Pensiunan. Termasuk dalam
pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13
(ketiga belas). Honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau
APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Dalam hal
penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dan honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun
diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut. Dasar
pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah Penghasilan Kena
Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain
dengan nama apa pun adalah penghasilan bruto. Bendahara pemerintah yang melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 adalah bendahara pengeluaran pada kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Kepmenkeu RI 636/KMK.04/1994, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 31
Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-16.
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